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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kewenangan ombudsman Republik Indonesia atas nama NTB 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, yaitu kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik 

yang diselenggarakan baik oleh penyelenggara negara maupun 

penyelenggara pemerintahan, termasuk penyelenggara negara. perusahaan 

yang dimiliki. Perusahaan, Badan Usaha Daerah, Badan Usaha Milik 

Negara, dan Instansi Pemerintah Perorangan atau perseorangan yang 

diserahi tugas pengelolaan pelayanan publik tertentu. Sebagian atau 

seluruh pendanaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  

2. Pelaksanaan Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa 

Tungara Barat pada Pelayanan Publik Kementerian Kependudukan dan 

Kewarganegaraan Kabupaten Lombok Barat yaitu kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai penyelenggara instansi 

administrasi dan pengelolaan kependudukan layanan dalam yurisdiksinya, 

tentu saja. Berlaku sesuai dengan hukum dan peraturan  yang berlaku. 

 Ordonansi Ombusman Perwakilan Republik Indonesia di Kabupaten 

Lombok Barat Berdasarkan Pengendalian Penipuan Biro Kependudukan 

dan Pencatatan Penduduk Kabupaten Lombok Barat pada hari Selasa 

2008, Kabupaten Lombok Barat Nomor 37 Tahun 1945 Pasal 20 dan 21 
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Undang-Undang Dasar Tahun, dan Pasal 5 (1), 18 (2), 20, 27, 28A, 28B 

UU Kepegawaian Tahun 2009. Termasuk dalam pasal tersebut. , Pasal 

28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 281 (2) dan Pasal 34 (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

B. Saran 

Saran yang disarankan penulis adalah: 

1. Kantor Perwakilan Ombudsman NTB hendaknya lebih sering menjalin 

hubungan dengan masyarakat umum terkait kewenangan ombudsman 

terkait pengelolaan fraud terkait pelayanan publik, dan lebih aktif 

melaporkan pengelolaan fraud yang berlaku khususnya di Ducapil 

Lombok Barat. 

2. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok 

Barat tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, masyarakat 

terpuaskan secara administrasi, dan pegawai yang melakukan kecurangan 

administrasi akan dikenakan sanksi. 
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